
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI 
 

NOMOR 8 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2010 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR BALI, 
 
 

Menimbang  : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 
pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, 
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya 
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, 
keadaan darurat dan mendesak, perlu dilakukan perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan                      
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia              
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1649); 

 
2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985   
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia     Nomor 3569); 

 
3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688); 



4.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004             
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 4355); 

 
7.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004            
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia            
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5049); 

 
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  
13. Peraturan Pemerintah Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4090); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 4712); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005     
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4574); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4575); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
 
 



23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran  2011; 

 
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Nomor 12); 

 
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010     
Nomor 6); 

 
28. Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  7  Tahun 2011  tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 7); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI  

dan 

GUBERNUR BALI 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 
TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011. 

 

 



Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011            
semula berjumlah Rp. 2.483.896.836.107,70 bertambah sejumlah                  
Rp. 489.692.318.469,68 sehingga menjadi Rp. 2.973.589.154.577,38 
dengan rincian sebagai berikut: 
a.  Pendapatan 

1. Semula               Rp. 2.143.518.231.927,00 
2.   Bertambah           Rp.    251.723.841.851,00 

Jumlah Pendapatan  
setelah Perubahan  Rp. 2.395.242.073.778,00 

b. Belanja 
1.   Semula                 Rp 2.483.896.836.107,70  
2.   Bertambah            Rp.   489.692.318.469,68 

Jumlah Belanja  
setelah Perubahan                             Rp. 2.973.589.154.577,38 
(Defisit) setelah Perubahan                 Rp. 578.347.080.799,38 

c.    Pembiayaan 
1.   Penerimaan 

a)   Semula           Rp. 340.378.604.180,70 
b)   Bertambah      Rp. 364.006.549.218,68 

Jumlah Penerimaan  
setelah Perubahan                  Rp. 704.385.153.399,38 

2. Pengeluaran 
a)   Semula             Rp. 0,00 
b) Bertambah        Rp. 126.038.072.600,00 

Jumlah Pengeluaran  
setelah Perubahan                  Rp. 126.038.072.600,00 

Jumlah Pembiayaan netto setelah  
perubahan                   Rp. 578.347.080.799,38 

3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun  
 berkenaan           Rp. 0,00 

Pasal 2 

(1)  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 
terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah 

1.  Semula            Rp. 1.249.491.623.353,00 
2. Bertambah       Rp. 218.964.127.768,00 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
setelah Perubahan           Rp. 1.468.455.751.121,00 

b.  Dana Perimbangan 
1. Semula            Rp. 706.007.313.758,00 
2. Bertambah/ 
 (Berkurang)      Rp.    0,00 
Jumlah Dana Perimbangan  
setelah Perubahan            Rp. 706.007.313.758,00 

c.  Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
1. Semula Rp. 188.019.294.816,00 
2. Bertambah  Rp. 32.759.714.083,00 
Jumlah Lain-lain Pendapatan  
Daerah Yang Sah setelah Perubahan  Rp. 220.779.008.899,00 



(2)  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a terdiri dari jenis pendapatan: 
a.  Pajak Daerah 

1. Semula            Rp. 1.101.873.289.000,00 
2. Bertambah       Rp.  236.152.683.100,00 
Jumlah Pajak Daerah  
setelah Perubahan            Rp. 1.338.025.972.100,00 

b.  Retribusi Daerah 
1. Semula                Rp. 24.778.359.490,00 
2. Bertambah           Rp. 6.345.008.618,00 
Jumlah Retribusi Daerah  
setelah Perubahan           Rp. 31.123.368.108,00 

c.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 
1. Semula            Rp. 64.229.347.555,00 
2. Bertambah       Rp. 2.785.121.050,00 
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan  
Daerah Yang Dipisahkan setelah  
Perubahan Rp. 67.014.468.605,00 

d.  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
1. Semula             Rp. 58.610.627.308,00 
2. Bertambah/ 
 Berkurang         Rp.     (26.318.685.000,00) 
Jumlah Lain-lain Pendapatan  
Asli Daerah setelah Perubahan  Rp. 32.291.942.308,00 

(3)  Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis pendapatan: 
a.  Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  

1. Semula             Rp. 124.112.774.758,00 
2. Bertambah/ 
 (Berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah Dana Bagi Hasil  
setelah Perubahan              Rp. 124.112.774.758,00 

b.  Dana Alokasi Umum 
1. Semula            Rp. 560.673.539.000,00 
2. Bertambah/ 
 (Berkurang)     Rp. 0,00 
Jumlah dana alokasi umum  
setelah Perubahan           Rp. 560.673.539.000,00 

c.  Dana Alokasi Khusus 
1. Semula            Rp.        21.221.000.000,00 
2. Bertambah/ 
 (Berkurang)      Rp. 0,00 
Jumlah Dana Alokasi Khusus  
setelah Perubahan     Rp.  21.221.000.000,00 

(4)  Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

      a.    Hibah 
             1. Semula Rp.      3.538.318.000,00 
             2. Bertambah/ 
                (Berkurang) Rp.       25.712.500.000,00 

 Hibah setelah perubahan  Rp.    29.250.818.000,00 



 
b.  Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya  
1. Semula            Rp. 103.226.250.000,00 
2. Bertambah/ 
 (Berkurang)      Rp.                        0,00 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak  
Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah  
Lainnya setelah Perubahan            Rp. 103.226.250.000,00 

c.  Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1. Semula             Rp. 0,00 
2. Bertambah/ 
 (Berkurang) Rp.        5.239.821.000,00 
Jumlah Dana Penyesuaian dan  
Otonomi Khusus setelah Perubahan         Rp.    5.239.821.000,00 

d.  Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 
1. Semula             Rp. 81.254.726.816,00 
2. Bertambah/ 
 (Berkurang)  Rp. 1.807.393.083,00 
Jumlah Bantuan Keuangan dari 
Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 
setelah Perubahan       Rp. 83.062.119.899,00 

 
Pasal 3 

(1)  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri 
dari: 
a.  Belanja Tidak Langsung 

1. Semula             Rp. 1.721.708.747.942,70 
2. Bertambah        Rp. 373.755.773.189,68 
Jumlah Belanja Tidak Langsung  
setelah Perubahan         Rp. 2.095.464.521.132,38 

b.  Belanja Langsung 
1. Semula              Rp. 762.188.088.165,00 
2. Bertambah         Rp. 115.936.545.280,00 
Jumlah Belanja Langsung  
setelah Perubahan       Rp. 878.124.633.445,00 

(2)  Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja: 
a.  Belanja Pegawai sejumlah 

1. Semula              Rp. 644.936.165.188,70 
2. Bertambah          Rp. 47.411.780.878,70 
Jumlah Belanja Pegawai  
setelah Perubahan         Rp. 692.347.946.067,40 

b.  Belanja Subsidi 
1. Semula             Rp. 4.480.000.000,00 
2. (Berkurang)      Rp.          (480.000.000,00) 
Jumlah Belanja Subsidi  
setelah Perubahan             Rp. 4.000.000.000,00 

c.  Belanja Hibah 
1. Semula             Rp. 216.814.301.695,00 
2. Bertambah        Rp. 55.479.239.223,93 
 



Jumlah Belanja Hibah  
setelah Perubahan              Rp. 272.293.540.918,93 

d.  Belanja Bantuan Sosial 
1. Semula             Rp. 324.818.550.000,00 
2. Bertambah       Rp. 42.379.375.000,00 
Jumlah Belanja Bantuan Sosial  
setelah Perubahan          Rp. 367.197.925.000,00 

e.  Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan 
 Pemerintah Desa  

1. Semula            Rp. 475.286.523.059,00 
2. Bertambah       Rp. 222.113.283.528,50 
Jumlah belanja bagi hasil  
setelah Perubahan         Rp. 697.399.806.587,50 

f.  Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota/ 
 Pemerintah Desa dan Partai Politik 

1. Semula              Rp. 35.373.208.000,00 
2. Bertambah         Rp. 0,00 
Jumlah belanja bantuan keuangan  
setelah Perubahan    Rp. 35.373.208.000,00 
 

g.  Belanja Tidak Terduga 
1. Semula  Rp. 20.000.000.000,00 
2. Bertambah  Rp. 6.852.094.558,55 
Jumlah Belanja Tidak Terduga  
setelah Perubahan  Rp. 26.852.094.558,55 

(3)  Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis belanja: 
a.  Belanja Pegawai 

1. Semula        Rp. 30.564.681.975,00 
2. Bertambah        Rp. 1.419.954.500,00 
Jumlah Belanja Pegawai  
setelah Perubahan                     Rp.  31.984.636.475,00 

b.  Belanja Barang dan Jasa 
1. Semula             Rp. 477.210.650.166,63 
2. Bertambah        Rp. 117.528.233.525,00 
Jumlah Belanja Barang dan Jasa  
setelah Perubahan     Rp. 594.738.883.691,63 

c.  Belanja Modal 
1. Semula Rp.  254.412.756.023,37 
2. Bertambah        Rp.      (3.011.642.745,00) 
Jumlah Belanja Modal  
setelah Perubahan  Rp. 251.401.113.278,37  

Pasal 4 

(1)  Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c 
terdiri dari: 
a.  Penerimaan Pembiayaan 

1. Semula  Rp. 340.378.604.180,70 
2. Bertambah Rp. 364.006.549.218,68 
Jumlah Penerimaan  
setelah Perubahan                       Rp.  704.385.153.399,38 



b.  Pengeluaran Pembiayaan 
1. Semula             Rp. 0,00 
2. Bertambah        Rp. 126.038.072.600,00 
Jumlah Pengeluaran  
setelah Perubahan                            Rp. 126.038.072.600,00 

(2)  Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pembiayaan: 
a.  SiLPA tahun anggaran  

1. Semula             Rp. 340.378.604.180,70 
2. Bertambah        Rp. 364.006.549.218,68 
Jumlah SiLPA tahun anggaran  
sebelumnya setelah Perubahan  Rp. 704.385.153.399,38 
 

(3)  Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan: 
a.  Pembentukan Dana Cadangan  

1. Semula  Rp. 0,00 
2. Bertambah Rp. 125.963.072.600,00 
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan  
setelah Perubahan Rp. 125.963.072.600,00 

b.  Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  
1. Semula  Rp. 0,00 
2. Bertambah Rp. 75.000.000,00 
Jumlah Penyertaan Modal   
(investasi) daerah setelah Perubahan   Rp. 75.000.000,00 

 
Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran     
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
1.   Lampiran I      Ringkasan Perubahan APBD; 
2.   Lampiran II     Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 
3.  Lampiran III    Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

4.  Lampiran IV     Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan 
Kegiatan; 

5.  Lampiran V     Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

6.  Lampiran VI    Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan 
Per Jabatan; 

7.  Lampiran VII  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran ini; dan 

8.  Lampiran VIII   Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 
 
 



Pasal 6 
 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan 
Gubernur. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Provinsi Bali. 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 31 Oktober 2011  

GUBERNUR BALI, 

 

MADE MANGKU PASTIKA 

 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 31 Oktober 2011 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 
 

I MADE JENDRA 
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 8 


